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ABSTRAK

Perubahan besar dalam teknologi informasi pada era Industri 4.0 telah
memengaruhi cara manusia memahami dan menilai kebenaran. Penelitian ini
bertujuan menganalisis perubahan kriteria kebenaran dengan meninjau
relevansi teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme terhadap dinamika
informasi digital. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan
pendekatan filosofis-kritis untuk menelusuri transformasi epistemologis yang
terjadi akibat perkembangan teknologi dan media sosial. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa teori kebenaran pragmatis semakin dominan dalam ruang
digital karena kebenaran diukur berdasarkan manfaat praktis dan dampak

koherensi, korespondensi, sosialnya, bukan semata kesesuaian logis atau faktual. Pembahasan
Industri 4.0 mengungkap bahwa kebenaran di era digital bersifat adaptif, kontekstual, dan
Keywords: fungsional. Penelitian ini menegaskan perlunya redefinisi kebenaran yang

relevan dengan etika dan tanggung jawab sosial di tengah disrupsi teknologi.

truth, pragmatism, coherence, ABSTRACT

correspondence, Industry 4.0

The rapid advancement of information technology in the Industrial 4.0 era has
transformed how humans perceive and evaluate truth. This study aims to
analyze changes in truth criteria by examining the relevance of coherence,
correspondence, and pragmatism theories to digital information dynamics. The
research employs a literature review with a philosophical-critical approach to
trace epistemological transformations driven by technology and social media.
The findings reveal that the pragmatic theory of truth becomes increasingly
dominant in digital spaces, as truth is assessed based on its practical utility and social impact rather than purely
logical or factual accuracy. The discussion emphasizes that truth in the digital age is adaptive, contextual, and
functional. This study highlights the need to redefine truth in alignment with ethics and social responsibility amid
technological disruption.
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1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi pada era Industri 4.0 telah membawa perubahan besar
dalam pola berpikir, berkomunikasi, dan membangun pengetahuan manusia. Informasi yang dahulu
disebarkan melalui mekanisme linear dan terverifikasi kini bergerak secara cepat dan masif melalui
jaringan digital yang bersifat terbuka. Kondisi ini memunculkan fenomena baru di mana kebenaran tidak
lagi dimaknai secara tunggal, melainkan bergantung pada konteks, persepsi, dan kepentingan sosial yang
melingkupinya. Di tengah arus data yang melimpah dan algoritma yang mengatur alur informasi,
manusia dihadapkan pada tantangan epistemologis: bagaimana menentukan kebenaran di tengah
tumpang tindih antara fakta, opini, dan rekayasa digital.

Secara filosofis, perdebatan tentang kebenaran telah berlangsung lama melalui tiga teori utama,
yaitu teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Teori koherensi menilai kebenaran berdasarkan
konsistensi logis antara satu proposisi dengan sistem pengetahuan lain, sedangkan teori korespondensi
menilai kebenaran melalui kesesuaian antara pernyataan dan realitas objektif. Sementara itu, teori
pragmatisme, sebagaimana dikembangkan oleh Charles S. Peirce, William James, dan John Dewey,
menekankan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat praktis serta konsekuensi nyata dari suatu
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keyakinan atau tindakan. Dalam konteks digital, ketiga teori ini mengalami tekanan dan penyesuaian
karena kebenaran kini sering kali diukur melalui seberapa besar suatu informasi berpengaruh atau
bermanfaat, bukan hanya seberapa benar secara faktual.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bergesernya kriteria penentuan
kebenaran di era Industri 4.0, di mana validitas informasi tidak selalu diukur berdasarkan logika dan
kesesuaian dengan realitas, tetapi pada daya guna, popularitas, dan kecepatan penyebaran. Akibatnya,
terjadi pergeseran nilai epistemologis yang mengancam objektivitas ilmu pengetahuan dan keutuhan
makna kebenaran itu sendiri. Tantangan ini semakin kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan,
media sosial, dan algoritma yang membentuk “gelembung informasi” (information bubble), yang secara
tidak langsung menegosiasikan makna kebenaran berdasarkan pola interaksi digital.

Sebagai rencana pemecahan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-kritis
melalui kajian pustaka terhadap teori-teori kebenaran klasik dan penerapannya dalam konteks digital
modern. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk transformasi kebenaran serta relevansi teori
pragmatisme dalam menjawab kebutuhan epistemologis era Industri 4.0. Pendekatan ini diharapkan
dapat memberikan dasar konseptual baru untuk memahami kebenaran secara lebih adaptif dan
kontekstual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan paradigma kriteria kebenaran di era
Industri 4.0 dengan meninjau kembali posisi teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Selain
itu, penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual “kebenaran adaptif digital” yang relevan
dengan dinamika informasi kontemporer serta memberikan kontribusi bagi pengembangan etika
epistemologis dalam masyarakat digital.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dengan metode studi pustaka (library
research) sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah
menganalisis dan menafsirkan perubahan kriteria kebenaran dari sudut pandang filosofis serta
mengaitkannya dengan konteks sosial dan teknologi di era Industri 4.0.
1.Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap berbagai sumber ilmiah, baik
primer maupun sekunder.
a. Sumber primer mencakup karya-karya utama tokoh pragmatisme seperti Charles S. Peirce
(Collected Papers), William James (Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of
Thinking), dan John Dewey (Logic: The Theory of Inquiry).

b. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku filsafat ilmu, artikel digital, serta hasil
penelitian mutakhir yang relevan dengan teori kebenaran, epistemologi digital, dan
fenomena Industri 4.0.

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan pencatatan tematik dengan sistem
pengkodean konsep (conceptual coding) untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti koherensi,
korespondensi, pragmatisme, dan kebenaran digital.

2. Sumber Data

a. Sumber data diperoleh dari repositori akademik (Google Scholar, ScienceDirect, Taylor &

Francis, dan DOAJ) serta literatur filsafat klasik dan kontemporer. Pemilihan sumber
dilakukan dengan kriteria: relevan dengan teori kebenaran dan epistemologi.

b. Diterbitkan dalam kurun waktu 2000—2025, dan

Memiliki kontribusi terhadap kajian hubungan antara teknologi dan kebenaran.
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3. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis
hermeneutic- filosofis. Tahapan analisis meliputi:

a. Reduksi data, yaitu penyaringan teks yang relevan dengan rumusan masalah;

b. Kilasifikasi konsep, yakni pengelompokan data berdasarkan teori kebenaran (koherensi,

korespondensi, dan pragmatisme);

c. Interpretasi filosofis, yaitu penafsiran makna perubahan kriteria kebenaran dalam konteks

digital;

d. Sintesis, yaitu penyusunan model konseptual ‘“kebenaran adaptif digital” sebagai hasil

analisis kritis.

4. Uji Korelasi Konseptual

Untuk menjaga konsistensi logis antar konsep, dilakukan uji korelasi konseptual antara teori
kebenaran klasik dan fenomena epistemologis digital. Uji ini tidak bersifat matematis, melainkan
berbasis logika filosofis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

K = f(C,P,D)
di mana:
e K= Kebenaran adaptif digital
e (= Koherensi (consistency of ideas)
e P=Pragmatisme (practical utility)
e D= Korespondensi (empirical correspondence)

Melalui pendekatan tersebut, tingkat relevansi setiap teori diuji terhadap variabel konteks
digital, manfaat praktis, dan ketepatan empiris. Semakin tinggi nilai Pdalam konteks digital, semakin
besar kecenderungan sistem epistemik berpindah ke model kebenaran pragmatis.

5. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil temuan dari
berbagai referensi dan pandangan tokoh. Sementara itu, reliabilitas dijaga dengan memastikan
kesesuaian antara konsep, konteks, dan argumentasi dalam setiap tahap interpretasi. Metode ini secara
menyeluruh dirancang untuk memastikan bahwa analisis perubahan kriteria kebenaran di era Industri
4.0 memiliki dasar filosofis yang kuat, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Result

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama yang menggambarkan perubahan kriteria
kebenaran di era Industri 4.0 berdasarkan tiga teori klasik, yaitu koherensi, korespondensi, dan
pragmatisme. Berdasarkan hasil telaah pustaka dan pengujian korelasi konseptual antara teori kebenaran
dan konteks digital, ditemukan bahwa teori pragmatisme menunjukkan tingkat relevansi tertinggi
terhadap karakteristik epistemologi digital masa kini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekosistem digital, kebenaran tidak lagi dinilai
semata dari kesesuaian logis (koherensi) atau fakta empiris (korespondensi), tetapi lebih pada seberapa
besar manfaat dan pengaruh praktis suatu informasi dalam kehidupan sosial (pragmatisme). Selain itu,
ditemukan bahwa algoritma media sosial dan kecerdasan buatan memiliki peran penting dalam
mengonstruksi persepsi kebenaran berdasarkan tingkat keterlibatan dan daya guna informasi bagi
pengguna. Temuan kuantitatif-konseptual berikut menunjukkan hubungan antar variabel teori
kebenaran dengan konteks digital berdasarkan hasil korelasi filosofis (K = f(C, P, D)):



Tabel 1. Korelasi Konseptual antara Teori Kebenaran dan Konteks Digital

Teori . . .. Kekuatan
Indikator Utama Relevansi dalam Era Digital .
Kebenaran g Korelasi (0-1)*
. Konsistensi logis antar || Terbatas, karena informasi serin
Koherensi . g_ . ] . g 0,42
informasi tidak sistematis
. || Kesesuaian fakta dengan Melemah akibat maraknya
Korespondensi . . g . e y 0,37
realitas empiris manipulasi digital
. Manfaat praktis dan Dominan dalam menentukan nilai

Pragmatisme 0,81

efektivitas sosial kebenaran digital

*Keterangan: Nilai korelasi bersifat konseptual-filosofis, menggambarkan tingkat dominasi
teori dalam konteks digital.

Hasil pengujian hipotesis filosofis yang diajukan, yakni “teori kebenaran pragmatis lebih
relevan dalam menentukan nilai kebenaran pada era Industri 4.0 dibandingkan teori koherensi dan
korespondensi”, dinyatakan terbukti benar berdasarkan temuan pustaka dan kecenderungan
epistemologis digital masa kini. Selain itu, diperoleh hasil tambahan berupa rancangan konseptual
Model Kebenaran Adaptif Digital (Digital Adaptive Truth Model) yang menjelaskan bahwa kebenaran
di era Industri 4.0 bersifat:

1. Adaptif, yaitu berubah sesuai konteks sosial dan teknologi;

2. Kontekstual, bergantung pada situasi dan tujuan informasi;

3. Fungsional, diukur melalui manfaat nyata dan daya guna publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebenaran pada era Industri 4.0 tidak
bersifat absolut, melainkan bersifat dinamis dan multidimensional. Pragmatisme menjadi teori paling
dominan karena mampu menjelaskan bagaimana kebenaran ditentukan oleh manfaat praktis serta
kontribusi sosial suatu informasi dalam ruang digital yang serba cepat dan interaktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kriteria kebenaran di era Industri 4.0 mengalami perubahan mendasar dari
paradigma klasik menuju paradigma fungsional dan kontekstual. Jika pada masa sebelumnya kebenaran
dipahami secara objektif melalui teori korespondensi dan konsistensi logis melalui teori koherensi, maka
pada era digital kebenaran bergeser ke arah pragmatisme yang menilai benar tidaknya suatu informasi
berdasarkan dampak dan manfaat praktisnya bagi kehidupan sosial.

1. Dominasi Pragmatismenya Kebenaran Digital

Menurut Menurut Charles S. Peirce, kebenaran merupakan hasil akhir dari proses penyelidikan yang
berkelanjutan (inquiry). Dalam konteks digital, proses ini tampak dalam bagaimana masyarakat menguiji
kebenaran melalui partisipasi kolektif misalnya melalui komentar, verifikasi komunitas, atau algoritma
fact-checking. William James memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa kebenaran adalah apa
yang terbukti berguna untuk dipercaya. Pandangan ini sejalan dengan pola perilaku masyarakat digital
yang cenderung menilai kebenaran dari tingkat kebermanfaatan dan daya sebarnya, bukan dari
kesesuaian dengan realitas objektif. Fenomena viralitas di media sosial menunjukkan bagaimana suatu
informasi sering dianggap “benar” karena memperoleh dukungan masif atau memiliki efek sosial yang
signifikan. Dalam perspektif pragmatis, hal ini menandai pergeseran dari kebenaran sebagai
korespondensi realitas menuju kebenaran sebagai efektivitas sosial.

Lebih jauh, dominasi pragmatisme ini memperlihatkan bahwa kebenaran di era digital sering
dikonstruksi secara performatif. Kebenaran tidak lagi bergantung pada hubungan langsung antara
pernyataan dan fakta, tetapi pada sejauh mana informasi mampu “bekerja” memengaruhi opini publik,
membentuk perilaku sosial, atau mendukung kepentingan tertentu. Dalam ruang digital, kebenaran
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menjadi dinamis, kontekstual, dan transaksional; ia bisa berubah bergantung pada algoritma platform,
popularitas tagar, atau otoritas digital yang memverifikasi sebuah narasi. Fenomena ini menandai
munculnya apa yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai algorithmic truth (Shin, 2025), yaitu
kebenaran yang dimediasi oleh mekanisme teknologi dan dikukuhkan oleh interaksi pengguna dalam
ruang daring. Pragmatisme kebenaran digital juga memperlihatkan adanya logika utilitarian dalam
epistemologi kontemporer. Informasi dianggap bernilai benar sejauh dapat mempermudah pengambilan
keputusan, mempercepat arus komunikasi, atau mendukung kepentingan ekonomi-politik. Media sosial,
misalnya, mengutamakan konten yang “engaging” dibandingkan konten yang “faktual”, karena sistem
algoritmik dibangun atas dasar keterlibatan pengguna (user engagement) sebagai ukuran keberhasilan.
Akibatnya, kebenaran tidak lagi bersifat epistemologis murni, melainkan pragmatis—instrumental, yakni
ditentukan oleh fungsi dan efek sosialnya.
proses pencarian kebenaran berlandaskan pada rasionalitas dan verifikasi empiris. Namun dalam
ekosistem digital, validasi kebenaran dilakukan melalui “resonansi sosial”, di mana semakin banyak
dukungan atau “like” yang diperoleh, semakin tinggi pula legitimasi suatu pernyataan. Hal ini
memperlihatkan bahwa kebenaran telah menjadi socially negotiated construct hasil negosiasi antara
manusia, mesin, dan jaringan komunikasi global. Di satu sisi, dominasi pragmatisme digital membuka
peluang bagi demokratisasi pengetahuan, sebab siapa pun dapat berpartisipasi dalam produksi dan
verifikasi informasi. Namun di sisi lain, ia menimbulkan risiko relativisme epistemik, di mana batas
antara fakta dan opini menjadi kabur. Tantangan utama dari fenomena ini adalah bagaimana membangun
literasi kebenaran digital kemampuan kritis untuk menilai keabsahan informasi dengan tidak hanya
mengandalkan manfaat praktis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis dan rasionalitas ilmiah.
Dengan demikian, pragmatisme kebenaran di era digital tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk
penyederhanaan teori klasik, melainkan sebagai transformasi epistemologis yang menuntut penyesuaian
paradigma berpikir manusia. Kebenaran kini hidup dalam ruang jaringan, dan maknanya tidak lagi
tunggal, melainkan berlapis: epistemik, sosial, algoritmik, dan pragmatis.

2. Keterbatasan Teori Koherensi dan Korespondensi di Era Digital

Teori koherensi, yang menekankan konsistensi antar proposisi dalam suatu sistem logis,
menghadapi kesulitan ketika diterapkan pada ekosistem digital yang bersifat non-linear. Informasi
digital sering kali berdiri sendiri tanpa konteks yang jelas, sehingga hubungan logis antarteks menjadi
kabur. Sementara itu, teori korespondensi yang menekankan kesesuaian antara pernyataan dan fakta
empiris juga melemah karena realitas digital kini menciptakan realitas semu (simulacra) melalui
manipulasi gambar, video, dan kecerdasan buatan. Fenomena deepfake, hoaks, dan informasi algoritmik
menunjukkan bahwa fakta empiris dapat direkayasa sehingga batas antara benar dan salah menjadi
relatif. Oleh karena itu, teori klasik perlu direkonstruksi agar mampu menyesuaikan diri dengan
karakteristik kebenaran digital yang bersifat dinamis, temporer, dan terdistribusi.
3. Kebenaran sebagai Produk Ekologi Informasi

Dalam konteks Industri 4.0, kebenaran tidak lagi lahir dari hubungan langsung antara subjek
dan objek, melainkan dari interaksi kompleks antara manusia, mesin, dan data. Ekologi informasi yang
terbentuk dari big data, kecerdasan buatan, dan media sosial menciptakan bentuk baru epistemologi:
epistemologi digital. Dalam sistem ini, algoritma berperan sebagai filter epistemik yang menentukan apa
yang dianggap relevan dan benar oleh pengguna. Dengan demikian, kebenaran bersifat relasional
ditentukan oleh pola hubungan antara aktor sosial, teknologi, dan tujuan informasi. Di sinilah teori
pragmatisme menunjukkan keunggulannya: ia memandang kebenaran sebagai sesuatu yang bekerja
(what works), bukan sekadar apa yang benar secara teoritis. Dalam ruang digital, “bekerja” berarti
mampu menghasilkan efek, manfaat, dan kepercayaan publik.
4. Model Kebenaran Adaptif Digital



Dari hasil penelitian, dirumuskan konsep Kebenaran Adaptif Digital (Digital Adaptive Truth).
Model ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak bersifat statis, melainkan berubah menyesuaikan dengan
konteks sosial dan teknologi. Secara konseptual, model ini menggabungkan tiga unsur utama teori
klasik:

a. Koherensi memberikan dasar rasional agar kebenaran tetap logis dan konsisten;

b. Korespondensi memastikan keterkaitan dengan realitas empiris, meski terbatas pada

validasi data;

c. Pragmatisme menilai efektivitas sosial dan etika informasi dalam praktik digital.

Dengan demikian, model kebenaran adaptif digital menegaskan bahwa suatu informasi dinilai
benar apabila memenuhi tiga syarat: (1) konsisten secara internal, (2) berhubungan dengan realitas, dan
(3) membawa manfaat sosial yang konstruktif.

5. Implikasi Etis dan Epistemologis

Pergeseran paradigma kebenaran ke arah pragmatisme digital menimbulkan konsekuensi etis
yang signifikan. Di satu sisi, hal ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan kritis dalam menilai
informasi; namun di sisi lain, risiko relativisme dan manipulasi juga meningkat. Oleh karena itu,
diperlukan etika epistemologis digital yang mengintegrasikan rasionalitas logis, keakuratan fakta, dan
tanggung jawab sosial sebagai dasar baru dalam menentukan kebenaran di ruang publik. Dengan
demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa teori kebenaran pragmatis tidak menggantikan teori
lainnya, melainkan melengkapi dan menyesuaikan keduanya dengan kebutuhan zaman. Era Industri 4.0
menuntut model kebenaran yang lebih terbuka, reflektif, dan kontekstual sebuah paradigma di mana
kebenaran tidak hanya dicari, tetapi juga diciptakan bersama melalui kolaborasi manusia dan teknologi.

Lebih jauh, perubahan ini mengandung dimensi etis yang mendalam. Kebenaran digital bukan
hanya urusan epistemik, melainkan juga tanggung jawab moral. Dalam ruang siber yang sarat informasi,
setiap individu berperan sebagai produsen sekaligus konsumen kebenaran. Tindakan menyebarkan
informasi tanpa verifikasi tidak lagi hanya kesalahan intelektual, melainkan juga pelanggaran etika
publik. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun virtue epistemology digital —
yaitu karakter moral yang menekankan kejujuran intelektual (intellectual honesty), kehati-hatian dalam
menilai informasi (epistemic caution), serta keberanian untuk mengoreksi kesalahan (epistemic
courage).

Secara epistemologis, dominasi pragmatisme menggeser fokus dari “apa yang benar” menjadi
“apa yang berfungsi dengan baik”. Pergeseran ini menghadirkan dilema antara efektivitas dan
keabsahan: sebuah informasi mungkin efektif dalam menghasilkan dampak sosial, tetapi belum tentu
sahih secara empiris. Dalam konteks ini, teori koherensi dan korespondensi masih tetap relevan sebagai
penyeimbang. Koherensi menjaga konsistensi internal antara pengetahuan, sementara korespondensi
memastikan keterkaitan dengan realitas eksternal. Pragmatisme digital hanya dapat menjadi landasan
kebenaran yang sehat bila ketiganya berada dalam relasi dialektis saling mengontrol dan menguatkan.
Implikasi lainnya adalah perlunya kebijakan epistemik dalam tata kelola informasi digital. Pemerintah,
lembaga pendidikan, dan platform teknologi perlu membangun kerangka etik yang melindungi
masyarakat dari distorsi kebenaran, tanpa menghambat kebebasan berpikir dan berpendapat. Pendidikan
literasi digital pun harus diarahkan bukan hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan
kesadaran etis dalam menggunakan dan memproduksi pengetahuan.

Dengan demikian, etika dan epistemologi digital merupakan dua sisi mata uang yang tidak
terpisahkan. Era Industri 4.0 menuntut lahirnya paradigma baru “kebenaran kolaboratif” (collaborative
truth), di mana manusia dan teknologi berperan sebagai mitra epistemik dalam menghasilkan
pengetahuan yang tidak hanya berguna, tetapi juga bermakna dan bertanggung jawab secara moral.



Al-lImiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 01 No. 03 November Tahun 2025, 472-482
478

6. Rekonstruksi Teori Kebenaran dalam Konteks Disrupsi Teknologi

Era Industri 4.0 ditandai oleh disrupsi di berbagai bidang, termasuk epistemologi. Transformasi
digital menyebabkan pergeseran dari paradigma truth as correspondence menuju truth as construction.
Kebenaran kini tidak lagi bersumber dari relasi pasif antara pikiran dan realitas, melainkan dari proses
konstruktif yang melibatkan teknologi, interaksi sosial, dan nilai pragmatis. Dengan kata lain,
masyarakat modern berpartisipasi aktif dalam menciptakan kebenaran melalui aktivitas digitalnya baik
melalui unggahan, komentar, algoritma pencarian, maupun bentuk kolaborasi daring lainnya.

Dalam konteks ini, teori pragmatisme memberikan kerangka yang paling adaptif. Jika teori
korespondensi menuntut keakuratan objektif dan teori koherensi menuntut konsistensi sistematis, maka
pragmatisme menilai suatu proposisi sebagai benar sejauh ia berfungsi dalam konteks tertentu.
Pandangan ini selaras dengan mekanisme dunia digital yang menilai kebenaran berdasarkan relevansi
dan efektivitas, bukan sekadar keakuratan data. Misalnya, algoritma Google atau media sosial
menentukan “kebenaran” informasi berdasarkan seberapa sering diklik, dibagikan, atau dipersepsi
bermanfaat oleh pengguna. Dengan demikian, teori kebenaran pragmatis tidak hanya menjelaskan
fenomena epistemologis masa kini, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan etika baru yang
berorientasi pada tanggung jawab sosial pengguna informasi digital.

7. Dimensi Sosial Kebenaran Digital

Kebenaran digital tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang membentuk dan
mengedarkannya. Dalam ekosistem informasi global, kebenaran bersifat demokratis sekaligus rapuh.
Setiap individu memiliki akses untuk memproduksi dan menyebarkan informasi, namun tidak semua
informasi memiliki nilai epistemik yang sama. Dalam situasi ini, kebenaran menjadi arena kompetisi
antara kekuatan ide, opini publik, dan kepentingan ekonomi-politik yang menguasai algoritma.

Secara sosial, hal ini mengarah pada munculnya apa yang disebut “post-truth society”
masyarakat pasca-kebenaran di mana emosi dan kepentingan sering kali lebih memengaruhi penilaian
daripada bukti rasional. Pragmatisme membantu memahami fenomena ini karena menempatkan
kebenaran dalam konteks tindakan dan konsekuensi sosial. Artinya, informasi dianggap benar bukan
karena objektif, tetapi karena dipercaya dan berdampak nyata. Namun, tanpa kerangka etika
epistemologis yang kuat, pandangan pragmatis semacam ini berpotensi mengaburkan batas antara fakta
dan manipulasi. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan perlunya menggabungkan semangat
pragmatis dengan prinsip koherensi dan korespondensi, agar kebenaran digital tetap berpijak pada
integritas logika dan kenyataan empiris, sekaligus berfungsi secara sosial.

8. Implikasi Filsafat IlImu dan Pendidikan

Perubahan kriteria kebenaran juga membawa implikasi besar terhadap dunia pendidikan dan
pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan abad ke-21 menuntut kemampuan berpikir Kritis, literasi
digital, dan kesadaran etis terhadap informasi. Dalam kerangka pragmatis, kebenaran harus dipahami
sebagai proses reflektif yang menumbuhkan tindakan rasional dan bertanggung jawab. Guru, dosen, dan
peneliti tidak cukup hanya mentransfer fakta, tetapi juga perlu mengajarkan cara menguiji,
memverifikasi, dan menggunakan kebenaran secara etis.

Di sinilah urgensi epistemic literacy atau literasi epistemik menjadi penting: kemampuan untuk
membedakan antara klaim pengetahuan yang sahih, spekulatif, atau manipulatif. Dengan membekali
masyarakat kemampuan reflektif ini, paradigma kebenaran pragmatis dapat diarahkan bukan untuk
membenarkan segala sesuatu yang “berguna”, tetapi untuk menemukan manfaat yang benar secara
moral dan sosial.

9. Integrasi Etika Informasi dalam Paradigma Kebenaran

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa dalam ruang digital, kebenaran tidak
dapat dipisahkan dari etika. Fakta dapat dibuat, dimodifikasi, dan disebarkan dengan mudah, tetapi
tanggung jawab moral pengguna dan pembuat informasi menjadi faktor utama dalam menjaga nilai
kebenaran. Dengan demikian, teori pragmatisme harus diperluas dengan prinsip moral sebagaimana



ditegaskan Dewey, bahwa kebenaran bukan sekadar apa yang berguna, tetapi apa yang baik bagi
kehidupan bersama.

Konsep kebenaran adaptif digital yang diajukan dalam penelitian ini berupaya
mengintegrasikan tiga dimensi utama:

1. Dimensi logis, dari teori koherensi menjamin konsistensi dan rasionalitas argumen;

2. Dimensi empiris, dari teori korespondensi memastikan keterkaitan dengan fakta dan data;

3. Dimensi fungsional-etik, dari teori pragmatisme menilai kebenaran dari manfaat dan dampak
sosialnya.

Melalui integrasi ini, kebenaran digital diharapkan menjadi dasar bagi budaya informasi yang
sehat, terbuka, dan beretika.

10. Kontribusi Filosofis Penelitian

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan filsafat ilmu modern dengan menawarkan
paradigma baru, yaitu epistemologi digital adaptif. Paradigma ini menempatkan kebenaran bukan
sebagai entitas tetap, melainkan sebagai proses dinamis yang dibentuk oleh interaksi manusia dan
teknologi. Kebenaran tidak lagi semata hasil penalaran logis, tetapi hasil dari ekosistem pengetahuan
yang kolaboratif, partisipatif, dan etis. Paradigma ini mendorong pembaruan cara berpikir filsafat ilmu
agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. Kebenaran di era Industri 4.0 tidak dapat dikurung
dalam batas logika klasik; ia harus dilihat sebagai fenomena sosial yang bergerak, berdampak, dan terus
dinegosiasikan. Dengan demikian, teori kebenaran pragmatis tampil bukan sekadar sebagai teori
alternatif, melainkan sebagai jembatan menuju sintesis baru antara kebenaran, teknologi, dan
kemanusiaan.

Discussion

Perubahan paradigma epistemologis di era Industri 4.0 menunjukkan bahwa Kriteria kebenaran
tidak lagi bersifat tunggal dan absolut. Dalam konteks dunia digital yang diwarnai oleh teknologi
informasi, artificial intelligence, dan big data, kebenaran mengalami pergeseran dari ranah filosofis
tradisional menuju ranah pragmatis dan fungsional. Penelitian ini menemukan bahwa teori kebenaran
pragmatis memberikan penjelasan paling relevan terhadap fenomena kebenaran di era digital, di mana
nilai “benar” lebih sering ditentukan oleh efektivitas dan manfaat suatu informasi, bukan semata oleh
kesesuaiannya dengan realitas objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori korespondensi, yang berlandaskan kesesuaian antara
pernyataan dan fakta empiris, mulai mengalami keterbatasan ketika diterapkan dalam ruang siber.
Dalam ekosistem digital, realitas sering kali bersifat virtual dan terkontruksi melalui media sosial,
algoritma, dan interaksi daring. Kebenaran yang dihasilkan tidak selalu memiliki rujukan empiris yang
pasti, melainkan terbentuk melalui proses persepsi kolektif yang cepat dan dinamis. Hal ini menandakan
bahwa pendekatan korespondensi perlu direkontekstualisasi agar mampu menjawab perubahan bentuk
realitas yang Kini bersifat digital dan artifisial. Sementara itu, teori koherensi masih memiliki daya guna
dalam menilai validitas logis suatu sistem pengetahuan digital. Informasi dianggap benar apabila
konsisten dengan kerangka logika dan data yang saling mendukung. Namun, di era arus informasi yang
tidak terkontrol, koherensi internal tidak selalu menjamin kebenaran eksternal. Banyak informasi yang
tampak koheren secara naratif, tetapi lemah secara empiris. Fenomena ini memperlihatkan perlunya
kombinasi antara koherensi dan korespondensi agar kebenaran tidak terjebak dalam ilusi sistem
informasi tertutup.

Teori kebenaran pragmatis tampil sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya.
Pandangan pragmatis yang menilai kebenaran berdasarkan konsekuensi praktis dan manfaat sosial
terbukti paling sesuai dengan karakter era digital yang dinamis, interaktif, dan berorientasi hasil. Suatu
pernyataan atau informasi dianggap benar sejauh memberikan manfaat fungsional bagi pengguna dan
mampu memecahkan masalah nyata. Dalam konteks media sosial, misalnya, kebenaran sering kali
diukur dari engagement, dampak sosial, atau daya guna informasi bagi komunitas tertentu. Namun,
orientasi pragmatis ini juga membawa tantangan etis karena membuka ruang bagi “kebenaran semu”
yang disebarkan demi kepentingan tertentu tanpa dasar fakta yang kuat.
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Temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya pengintegrasian tiga pendekatan klasik
korespondensi, koherensi, dan pragmatism ke dalam satu model baru yang disebut integratif adaptif
truth framework. Model ini menempatkan kebenaran sebagai konstruksi yang bersifat:

1. Empiris, karena tetap perlu didasarkan pada data dan realitas faktual (korespondensi);
2. Rasional, karena menuntut konsistensi dan argumentasi logis (koherensi);
3. Fungsional, karena harus memberikan manfaat sosial dan relevansi praktis (pragmatisme).

Melalui model integratif ini, penelitian berupaya menyusun teori baru yang lebih kontekstual

terhadap tantangan epistemologis era Industri 4.0. Kebenaran tidak lagi dipandang sebagai entitas statis,
melainkan sebagai proses adaptif yang terus berkembang seiring perubahan teknologi dan sosial.
Dengan demikian, pemahaman terhadap kebenaran harus bersifat multidimensi: logis, empiris, dan
pragmatis sekaligus. Selain itu, hasil penelitian menegaskan bahwa masyarakat digital membutuhkan
literasi epistemik yang kuat agar mampu membedakan antara “informasi berguna” dan “informasi
benar”. Kebenaran yang semata dinilai dari manfaat tanpa landasan empiris dan koherensi logis dapat
menimbulkan disinformasi dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, pembaruan teori kebenaran harus
diiringi oleh pembaruan etika epistemologis, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab moral
dalam menyebarkan dan memvalidasi informasi. Dari sisi filsafat ilmu, temuan ini memperluas cakupan
pragmatisme klasik dengan menambahkan dimensi etika dan digitalisasi. Jika William James dan John
Dewey menilai kebenaran dari manfaat praktis bagi kehidupan manusia, maka di era 4.0 kebenaran juga
harus dinilai dari dampak sosial dan tanggung jawab moral dalam ekosistem digital. Artinya, kebenaran
bukan hanya yang “berfungsi” tetapi juga yang “berfaedah secara etis”. Inilah bentuk modifikasi teori
kebenaran pragmatis yang ditawarkan penelitian ini: Pragmatisme Etis Digital yakni pandangan bahwa
kebenaran harus berfungsi secara sosial dan bertanggung jawab secara moral di dunia digital.

Dengan demikian, pembahasan ini menjawab permasalahan penelitian: bahwa Kriteria
kebenaran di era Industri 4.0 telah bergeser dari yang bersifat absolut menuju yang relatif, dari yang
objektif menuju yang kontekstual, dan dari yang deskriptif menuju yang performatif. Melalui integrasi
teori klasik dan pendekatan pragmatis etis, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap
pengembangan filsafat ilmu kontemporer dan membuka ruang bagi teori kebenaran yang lebih inklusif,
dinamis, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya informasi global.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Perubahan kriteria kebenaran di era Industri 4.0 menandai pergeseran mendasar dalam cara
manusia memahami, memproduksi, dan memverifikasi pengetahuan. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa teori kebenaran klasik koherensi, korespondensi, dan pragmatism tidak lagi dapat berdiri secara
terpisah untuk menjelaskan dinamika kebenaran di tengah realitas digital yang cepat dan kompleks.
Dalam ekosistem informasi yang dikuasai oleh teknologi, algoritma, dan interaksi sosial virtual,
kebenaran mengalami transformasi menjadi entitas yang bersifat dinamis, relatif, dan kontekstual.

Teori korespondensi yang menekankan kesesuaian antara pikiran dan realitas masih memiliki
relevansi, namun terbatas karena fakta di dunia digital sering kali bersifat artifisial dan tidak berakar
pada realitas empiris. Teori koherensi memberikan sumbangan penting dalam menjaga konsistensi
logika dan struktur pengetahuan, tetapi belum cukup menjawab tantangan disinformasi dan manipulasi
algoritmik. Dalam konteks ini, teori kebenaran pragmatis menawarkan jalan tengah yang paling sesuai.
Kebenaran tidak lagi sekadar diukur dari kesesuaian atau konsistensi, tetapi dari sejauh mana informasi
tersebut berguna, berdampak, dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Namun demikian, penelitian
ini juga menegaskan bahwa manfaat praktis tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab etis dan moral.
Kebenaran pragmatis di era digital harus bertransformasi menjadi pragmatisme etis digital yakni
pemahaman bahwa kebenaran sejati bukan hanya yang berguna, tetapi juga yang baik dan bertanggung
jawab bagi kehidupan bersama.



Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi
epistemik digital di kalangan akademisi, pendidik, dan masyarakat umum agar mereka mampu
membedakan antara informasi yang benar secara logis, faktual, dan fungsional. Para pendidik di sekolah
dan perguruan tinggi perlu mengintegrasikan pendidikan literasi kritis dan etika informasi dalam
kurikulum agar peserta didik tidak hanya menjadi konsumen data, tetapi juga produsen kebenaran yang
bertanggung jawab. Selain itu, bagi para pengambil kebijakan dan pengelola media digital, penting
untuk mengembangkan sistem verifikasi berbasis nilai etis, bukan sekadar popularitas atau
keterjangkauan informasi. Dengan demikian, teknologi dapat berfungsi sebagai sarana penguat
kebenaran, bukan sebagai alat reproduksi kebohongan yang sistematis.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan filsafat ilmu dengan
memperkenalkan paradigma baru, yaitu model kebenaran integratif adaptif. Model ini menggabungkan
kekuatan koherensi dalam menjaga konsistensi rasional, korespondensi dalam menjaga keakuratan
empiris, dan pragmatisme dalam menjamin relevansi sosial. Sintesis ini diharapkan menjadi dasar
pengembangan teori kebenaran yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan abad ke-21, di mana
batas antara realitas dan virtualitas semakin kabur.

Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar para peneliti filsafat dan ilmu sosial kontemporer
melanjutkan kajian ini melalui pendekatan interdisipliner antara filsafat, teknologi, dan etika informasi.
Dengan cara itu, kebenaran tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi juga sebagai praksis
sosial yang membentuk peradaban manusia di era digital. Melalui sinergi antara logika, empirisme, dan
tanggung jawab moral, masyarakat dapat membangun peradaban informasi yang tidak hanya cerdas,
tetapi juga bijaksana dan berkeadilan.
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